
M enim bang

M engingat

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 73 TAHTO 2 *1 6

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, 
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahw a penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  
m em erlukan  p en a taan  o rgan isasi dan  ta ta  kerja 
yang rasional, proporsional, efisien, efektif, 
ak u n tab e l dan  berkepastian  hukum ;

b. bahw a p en a taan  organ isasi d an  ta ta  kerja 
sebagaim ana d im aksud  h u ru f  a berorientasi pada 
terw ujudnya ta ta  organ isasi dan  ta ta  kerja yang 
baik, bersih  dan  bebas dari kolusi, korupsi dan 
nepotism e serta  m en ingkatkan  pelayanan  publik 
kepada m asyarakat;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f  a  dan  h u ru f  b serta  sesuai 
k e ten tu an  Pasal 3 P e ra tu ran  D aerah Provinsi 
Jaw a  Tengah Nomor 9 T ahun  2016 T entang 
Pem ben tukan  D an S u su n a n  Perangkat D aerah 
Provinsi Jaw a  Tengah, m aka perlu  m enetapkan  
P e ra tu ran  G ubernu r ten tan g  O rganisasi Dan Tata 
Kerja D inas K epem udaan, O lahraga Dan 
Pariw isata Provinsi Jaw a  Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 10 T ahun 1950 tentang 
Pem bentukan Provinsi Jaw a Tengah (Himpunan 
Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 
86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nomor 6 Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 T ahun 2014 tentang 
A paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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4. Undang-Undang Nomor 23 T ahun  2014 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58 T am bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat: Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
T am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jaw a Tengah Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pem bentukan Peraturan 
Daerah Provinsi Jaw a Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jaw a Tengah Tahun 2016 Nomor 6, 
Tam bahan Lembaran Daerah Provinsi Jaw a Tengah 
Nomor 83);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jaw a Tengah Nomor 9 
T ahun 2016 tentang Pem bentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Jaw a Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jaw a Tengah T ahun 2016 Nomor 9, 
T am bahan Lembaran Daerah Provinsi Jaw a Tengah 
Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  G u b e rn u r ini yang d im aksud  dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jaw a Tengah.

2. Pem erintahan D aerah adalah penyelenggaraan u ru san  Pem erintahan oleh 
Pem erintah D aerah dan Dewan Perwakilan Rakyat D aerah m enuru t azas 
otonomi dan  Tugas Pem bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam  sistem  dan prinsip Negara K esatuan Republik Indonesia sebagaim ana 
dim aksud dalam  Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pem erintah Daerah adalah G ubernur sebagai u n su r  penyelenggara 
Pem erintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan u ru san  Pem erintahan 
yang m enjadi kew enangan Daerah otonom;

4. G ubernur adalah G ubernur Jaw a Tengah
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5. K abupaten/K ota adalah  kabupaten /ko ta  di Jaw a Tengah

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jaw a  Tengah.

7. Dinas adalah Dinas Kepem udaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jaw a 
Tengah

8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pem erintahan daerah 
berdasarkan otonomi daerah.

9. Otonomi D aerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom un tuk  
m engatur dan m engurus sendiri u ru san  pem erintahan dan  kepentingan 
m asyarakat setem pat dalam  sistem  Negara K esatuan Republik Indonesia

10. Tugas Pem bantuan adalah penugasan dari Pem erintah P usat kepada Daerah 
otonom u n tu k  m elaksanakan sebagian U rusan Pem erintahan yang menjadi 
kewenangan Pem erintah Pusat a tau  dari Pem erintah Daerah provinsi kepada 
Daerah k ab u p a ten /k o ta  u n tu k  m elaksanakan sebagian U rusan 
Pem erintahan yang m enjadi kewenangan Daerah Provinsi.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah un it pelaksana 
tugas teknis u n tu k  m elaksanakan kegiatan teknis operasional d a n /a ta u  
kegiatan teknis penunjang terten tu  pada Dinas Kepem udaan, Olahraga Dan 
Pariwisata.

12. Jab a tan  Fungsional adalah sekelompok jaba tan  yang berisi fungsi dan tugas 
fungsional yang berdasarkan  keahlian dan  keteram pilan tertentu .

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu 
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas m erupakan u n su r  pelaksana u ru san  pem erintahan Bidang 
Kepemudaan, O lahraga dan  Bidang Pariwisata yang m enjadi kewenangan 
Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jaw ab kepada G ubem ur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 
Tugas

Pasal 3

Dinas m em punyai tugas m em ban tu  G u b ern u r m elak san ak an  u ru sa n  
pem erin tahan  Bidang Kepem udaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang 
m enjadi kew enangan  D aerah  dan  Tugas P em ban tuan  yang d itugaskan  
kepada D aerah.

Bagian Ketiga 
Fungsi

Pasal 4

Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 3, Dinas



m elaksanakan fungsi:

a. perum usan kebijakan bidang kepem udaan, keolahragaan, pengem bangan 
destinasi pariw isata , pem asa ran  pariw isata  dan  pengem bangan sum ber 
daya m an u s ia  pariw isata  dan  ekonom i kreatif;

b. p e lak san aan  keb ijakan  bidang kepem udaan, keolahragaan, pengem bangan 
destinasi pariw isata, p em asaran  pariw isata  dan  pengem bangan  sum ber 
daya m an u sia  pariw isata  dan  ekonom i kreatif;

c. p e lak san aan  evaluasi dan  pelaporan  bidang kepem udaan, keolahragaan, 
pengem bangan destinasi pariw isata, p em asa ran  pariw isata  dan 
pengem bangan su m b er daya m an u sia  pariw isata  dan  ekonom i kreatif;

d. p e lak san aan  d an  pem binaan  adm in istrasi kepada se lu ru h  u n it kerja di 
lingkungan D inas; dan

e. p e lak san aan  fungsi k ed in asan  lain yang d iberikan  oleh G ubernur, sesuai 
tugas dan  fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 5
Dinas, terdiri atas:
a. Kepala D inas;
b. Sekretariat;
c. B idang K epem udaan;
d. B idang K eolahragaan;
e. B idang Pengem bangan D estinasi Pariw isata;
f. B idang P em asaran  Pariw isata;
g. B idang Pengem bangan S um ber Daya M anusia Pariw isata  D an ekonomi 

Kreatif
h. UPT D inas; dan
i. Kelompok J a b a ta n  Fungsional.

Bagian Kedua 
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 5 h u ru f a m em punyai tugas 
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaim ana dim aksud dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga 
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretaria t m eru p ak an  u n s u r  p em ban tu  p im pinan, b e rada  di baw ah dan 
bertanggung jaw ab  kepada  Kepala Dinas.

(2) S ek retaria t dipim pin oleh Sekretaris.
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Pasal 8

Sekretariat m em punyai tugas m elaksanakan penyiapan koordinasi pe laksanaan  
tugas, pem binaan , d an  pem berian  d u k u n g an  adm in istras i kepada se lu ruh  
u n it organisasi di lingkungan  Dinas.

Pasal 9

Dalam  m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 8, 
S ek retaria t Dinas, m elak san ak an  fungsi:

a. penyiapan b a h an  koordinasi kegiatan  di lingkungan  Dinas;
b. penyiapan b a h a n  koordinasi d an  p en y u su n an  ren can a  program  dan 

kegiatan di lingkungan  Dinas;
c. penyiapan b a h an  pem binaan  dan  pem berian  d u k u n g an  adm in istrasi yang 

m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, h u k u m , keuangan , 
kerum ah tanggaan , kerja  sam a, h u b u n g an  m asyaraka t, a rs ip  dan 
dokum entasi di lingkungan  Dinas;

d. penyiapan b a h a n  koordinasi, pem binaan  dan  p e n a taa n  organ isasi dan 
ta ta  lak san a  di lingkungan  Dinas;

e. penyiapan b a h a n  koordinasi p e lak san aan  sistem  pengendalian  intern 
pem erin tah  d an  pengelolaan inform asi dan  dokum entasi;

f. penyiapan b a h a n  pengelolaan barang  m ilik / kekayaan  daerah  dan 
pelayanan  p engadaan  b a ra n g / ja s a  di lingkungan Dinas; dan

g. penyiapan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di lingkungan tugasnya;
h. p e lak san aan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan  tu g as d an  fungsinya.

Pasal 10

(1) Sekretaria t sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
a. S ubbagian  Program ;
b. S ubbagian  K euangan; dan
c. Subbagian  U m um  d an  Kepegawaian.

(2) S ubbag ian -subbag ian  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), m asing- 
m asing dipim pin oleh seorang Kepala S ubbagian  yang berada  dibaw ah 
dan  bertanggung  jaw ab  kepada  Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian  Program  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat 1 h u ru f 
a m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, 
koordinasi d an  p e n y u su n an  p e rencanaan  program  dan  kegiatan , evaluasi 
dan pelaporan  di B idang Program .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :
a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Program  ;
b. m enyiapkan  b a h an  d an  m engoordinasikan  p en y u su n an  perencanaan  

program  d an  kegiatan  di lingkungan Dinas;
c. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  pengendalian  program  dan 

kegiatan di lingkungan  Dinas;
d. m enyiapkan b a h an  d an  m elakukan  pengelolaan d a ta  inform asi di 

b idang program ;
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e. m enyiapkan b ah an  dan  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan di 
lingkungan D inas; dan

f. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 12

(1) Subbagian  K euangan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat (1) 
h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan b ah an  p e rum usan  
kebijakan, koordinasi d an  p e lak san aan  kebijakan, evaluasi dan  pelaporan 
di B idang K euangan.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang K euangan;
b. m enyiapkan b ah an  dan  m elaksanakan  pengelolaan keuangan  di 

lingkungan D inas;
c. m enyiapkan b ah an  verifikasi dan  pem bukuan ;
d. m enyiapkan b ah an  pengelolaan d a ta  dan  inform asi di bidang 

keuangan;
e. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan di lingkungan  Dinas; dan
f. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 13

(1) Subbagian  U m um  d an  Kepegawaian sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 
10 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas m elakukan  penyiapan bahan  
p e ru m u san  kebijakan , koordinasi dan  p e lak san aan  kebijakan, evaluasi 
dan  pelaporan  di B idang Um um  dan  Kepegawaian.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Um um  dan 
Kepegawaian;

b. m enyiapkan b ah an  pengelolaan k e ta ta u sa h a n  di lingkungan Dinas;
c. m enyiapkan b ah an  pengelolaan kepegaw aian di lingkungan  Dinas;
d. m enyiapkan b ah an  pengelolaan rum ah  tangga dan  a se t di lingkungan 

Dinas:
e. m enyiapkan  b ah an  kerjasam a dan  k eh u m asan  di lingkungan  Dinas;
f. m enyiapkan  b ah an  pengelolaan kearsipan  dan  dokum entasi di 

lingkungan Dinas;
g. m enyiapkan b ah an  p e lak san aan  organ isasi dan  k e ta ta lak san aan  di 

lingkungan Dinas;
h. m enyiapkan b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di lingkungan  D inas; dan
i. m elakukan  tugas ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Bagian Keempat 
B idang K epem udaan

Pasal 14

(1) B idang Kepem udaan m erupakan u n su r pelaksana di Bidang Kepemudaan, 
berada dibaw ah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Dinas.

(2) B idang K epem udaan dipim pin oleh Kepala Bidang.



Pasal 15

B idang K epem udaan se b ag a im a n a  d im a k su d  da lam  Pasal 14 ayat (1) 
m em punya i tu g a s  m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  keb ijakan , 
koo rd inasi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , eva luasi d a n  p e la p o ran  di B idang 
Penyadaran  dan  Pem berdayaan  Pem uda, Pengem bangan K epem udaan dan 
K em itraan dan  K elem bagaan Pem uda.

Pasal 16

Dalam m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 15, Bidang 
K epem udaan, m enyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  

k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan  di B idang Penyadaran  dan 
Pem berdayaan Pem uda;

b. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan di B idang Pengem bangan 
K epem udaan;

c. penyiapan b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n aa n  
k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan  di B idang K em itraan dan  Kelem bagaan 
Pem uda; dan

d. p e lak san aan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan  tu g as dan  fungsinya.

Pasal 17

(1) B idang K epem udaan, terdiri a tas:
a. Seksi P enyadaran  d an  Pem berdayaan Pem uda;
b. Seksi Pengem bangan K epem udaan; dan
c. Seksi K em itraan d an  K elem bagaan Pem uda.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  
dipim pin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan 
bertanggung jaw ab  kepada  Kepala B idang K epem udaan.

Pasal 18

(1) Seksi P enyadaran  dan  Pem berdayaan Pem uda, sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 17 ayat (1) h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 
b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d an  p e la k sa n a a n  keb ijakan , 
evaluasi dan  pelaporan  di B idang P enyadaran  dan  Pem berdayaan 
Pem uda.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Penyadaran 
dan  Pem berdayaan Pem uda;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  p e lak san aan  kebijakan di Bidang 
Penyadaran  dan  Pem berdayaan Pem uda;

c. m enyiapkan b ah an  pem binaan  pem uda dalam  pen ingkatan  w aw asan 
kebangsaan , perdam aian , lingkungan h idup, sosial budaya, hukum  
im an dan  taqw a, ilm u pengetahuan  dan  teknologi;

d. m enyiapkan b a h an  pen ingkatan  k ap asitas  m oral dan  in te lek tual serta
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kem andirian  ekonom i;
e. m enyiapkan b ah an  p e lak san aan  pelayanan pencegahan  bahaya 

destruk tif, em pat k o n sen su s  d a sa r keh idupan  bcrbangsa  dan 
bernegara;

f. m enyiapkan b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang P enyadaran  dan 
Pem berdayaan Pem uda; dan

g. m elakukan  tugas ked in asan  lain yang diberikan  oleh pim pinan.

Pasal 19

(1) Seksi Pengem bangan K epem udaan, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 
17 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan bahan  
p e ru m u san  kebijakan , k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , evaluasi 
dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan K epem udaan.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan b ah an  p eru m u san  kebijakan tekn is di Bidang 
Pengem bangan K epem udaan;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  p e lak san aan  kebijakan di Bidang 
Pengem bangan K epem udaan;

c. m enyiapkan b ah an  pengem bangan kepem im pinan pem uda tingkat 
m adya, w irau sah a  m uda  dan  pem uda kader provinsi;

d. m enyiapkan b ah an  pengem bangan pem uda pelopor provinsi;
e. m enyiapkan b ah an  pengem bangan kreativ itas pem uda;
f. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan 

K epem udaan; dan
g. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan.

Pasal 20

(1) Seksi K em itraan dan  Kelem bagaan Pem uda, sebagaim ana d im aksud
dalam  Pasal 17 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan
b ah an  p e ru m u san  kebijakan, koo rd inasi d an  p e la k sa n a a n  keb ijakan ,
evaluasi dan  pelaporan  di B idang K em itraan dan  K elem bagaan Pem uda.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Kem itraan 
dan  K elem bagaan Pem uda;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  p e lak san aan  keb ijakan  di Bidang 
K em itraan d an  K elem bagaan Pem uda;

c. m enyiapkan  b a h an  dan  m elakukan  pem binaan  pengem bangan 
organ isasi kepem udaan  tingkat D aerah dan  organ isasi kep ram ukaan ;

d. m enyiapkan b a h an  pem berdayaan  o rgan isasi kep ram ukaan ,
p e n y u su n an  dan  penerapan  s ta n d a r  tekn is kelem bagaan dan 
kem itraan  pem uda;

e. m enyiapkan  b ah an  dan  d u k u n g an  sa ran a  p ra sa ra n a  kepem udaan 
tingkat d aerah  provinsi;

f. m enyiapkan b ah an  pem berian  penghargaan  bagi pem uda berprestasi 
tingkat D aerah;

g. m enyiapkan b a h an  penelitian  dan  pendam pingan  kegiatan
kepem udaan  tingkat D aerah;
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h. m enyiapkan b ah an  d an  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan  di B idang 
K em itraan d an  K elem bagaan Pem uda; dan

i. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 
dengan b idang tugasnya.

Bagian Kelima 
B idang K eolahragaan

Pasal 21

(1) B idang K eolahragaan, m erupakan  u n s u r  pe laksana  di Bidang 
K eolahragaan, b e rada  di baw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada Kepala 
D inas.

(2) B idang K eolahragaan, dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

B idang K eolahragaan se b a g a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 21 ay a t (1) 
m em punya i tu g a s , m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  keb ijakan , 
koo rd inasi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , ev a lu asi d a n  p e la p o ran  di B idang 
O lahraga Pendid ikan  d an  O lahraga Prestasi, O lahraga Rekreasi dan  Industri 
O lahraga dan  K em itraan se rta  Pem binaan K elem bagaan O lahraga.

Pasal 23

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 22, B idang 
K eolahragaan, m enyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di B idang O lahraga Pendidikan dan 
O lahraga P restasi;

b. penyiapan b a h a n  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di B idang O lahraga Rekreasi dan 
Industri O lahraga;

c. penyiapan b a h a n  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di B idang K em itraan d an  Pem binaan 
K elem bagaan O lahraga; dan

d. p e lak san aan  tu g as k ed in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas d an  fungsinya.

Pasal 24

(1) B idang K eolahragaan, terdiri a tas:
a. Seksi O lahraga Pendidikan dan  O lahraga P restasi;
b. Seksi O lahraga Rekreasi dan  Industri O lahraga; dan
c. Seksi K em itraan d an  Pem binaan K elem bagaan O lahraga.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (1), m asing-m asing  
dipim pin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan 
bertanggung jaw ab  kepada  Kepala B idang K eolahragaan.



Pasal 25

(1) Seksi O lahraga Pendid ikan  dan  O lahraga P restasi, sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 
b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
evaluasi dan  pelaporan  di B idang O lahraga Pendid ikan  dan  O lahraga 
Prestasi.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi ;

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang O lahraga 
Pendidikan dan  O lahraga Prestasi;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang O lahraga 
Pendidikan d an  O lahraga Prestasi;

c. m enyiapkan  b ah an  dan  m elakukan  pem binaan  pengem bangan 
o lahraga pend id ikan  dan  o lahraga p restasi, o lah raga  pendid ikan  dan 
o lahraga p res tas i m elalui festival dan  kom petisi o lah raga  pendidikan 
dan  kom petisi o lah raga  p res tasi tingkat D aerah;

d. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  pem binaan  pengem bangan  berkala 
berbagai cabang  o lahraga  pendid ikan  dan  o lahraga  p res tasi m elalui 
proses p em an d u an , pem bibitan  dan  pem binaan  p restasi dengan 
pem anfaa tan  ilm u p en g etah u an  dan  teknologi keo lahragaan ;

e. m enyiapkan  b a h an  p e n y u su n an  p an d u an  dan  p e lak san aan  teknis 
penyelenggaraan;

f. m enyiapkan  b a h an  dan  m elakukan  pem binaan  dan  pengem bangan 
o lahraga pend id ikan  d an  o lahraga prestasi;

g. m enyiapkan  b ah an  dan  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan  di bidang 
o lahraga pend id ikan  dan  o lahraga p restasi; dan

h. m elakukan  tu g as k ed in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan sesuai 
dengan b idang tugasnya.

Pasal 26

(1) Seksi O lahraga R ekreasi D an Industri O lahraga sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tu g as m elakukan  penyiapan 
b ah an  p e ru m u san  kebijakan , k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
evaluasi dan  pelaporan  di B idang O lahraga Rekreasi dan  Industri 
O lahraga.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang O lahraga 
Rekreasi d an  In d u stri O lahraga;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang O lahraga Rekreasi 
dan  In d u stri O lahraga;

c. m enyiapkan b a h an  dan  m elakukan  pem binaan  pengem bangan
olahraga rek reasi dan  in d u stri olahraga;

d. m enyiapkan  b a h an  o lahraga rekreasi m elalui layanan  olahraga 
m assa l d an  ru an g  public;

e. m enyiapkan b ah an  pengem bangan  in d u stri o lah raga  baik berupa 
barang  m a u p u n  ja sa ;

f. m enyiapkan  b a h an  penyelenggaraan  o lahraga rekreasi (sport tourism), 
k e ju a raan  o lahraga  pero rangan  (sport, single) d an  k e ju a raan  olahraga 
kelom pok (multi event) se rta  penyelenggaraan layanan  festival dan 
invitasi o lah raga  rekreasi;

g. m enyiapkan  b ah an  dan  m elakukan  pem binaan  pengem bangan
olahraga trad isiona l d an  layanan  k h u su s ;



h. m enyiapkan b a h an  d an  m elakukan  evaluasi d an  pelaporan  di Bidang 
O lahraga R ekreasi d an  Industri O lahraga; dan

i. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan sesuai 
dengan  b idang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi K em itraan d an  Pem binaan K elem bagaan O lahraga sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  
penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di B idang K em itraan d an  Pem binaan 
K elem bagaan O lahraga.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi:
a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Kem itraan 

dan  Pem binaan  K elem bagaan O lahraga;
b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang K em itraan dan 

Pem binaan K elem bagaan O lahraga;
c. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  pem binaaan  d an  pengem bangan 

kem itraan  dengan  lem baga keolahragaan;
d. m enyiapkan  b a h an  koordinasi stake  holder keo lah ragaan  dan  layanan 

k h u su s ;
e. m enyiapkan  b a h an  dan  m elakukan  pem binaan  k a p as ita s  kelem bagaan 

dan  organ isasi olahraga;
f. m enyiapkan b a h an  p e lak san aan  s tan d arisa s i dan  sertifikasi bidang 

keo lahragaan  di tingkat D aerah;
g. m enyiapkan  b ah an  penyelenggaraan  pendid ikan  dan  pela tihan  tenaga 

keolahragaan;
h. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan  di Bidang 

K em itraan d an  Pem binaan K elem bagaan O lahraga; dan
i. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan sesuai 

dengan b idang  tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengem bangan D estinasi Pariw isata 

Pasal 28

(1) B idang Pengem bangan D estinasi Pariw isata, m eru p ak an  u n s u r  pe laksana  
di B idang Pengem bangan D estinasi Pariw isata, be rada  di baw ah dan 
bertanggung jaw ab  kepada  Kepala D inas.

(2) Bidang Pengem bangan D estinasi Pariw isata dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pengem bangan D estinasi Pariw isata se b a g a im a n a  d im a k su d  dalam  
P asa l 28 a y a t (1) m em p u n y a i tu g a s  m elaksanakan penyiapan p e ru m u sa n  
k eb ijak an , k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , ev a lu as i d an  p e lapo ran  
di B idang Pengem bangangan Daya Tarik W isata, Pengem bangan Kawasan 
Pariw isata dan  Pengem bangan U saha Pariw isata.



Pasal 30

Dalam  m elak san ak an  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 29, B idang 
Pengem bangan D estinasi Pariw isata, m enyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di Elidang Pengem bangan D estinasi 
Pariw isata;

b. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan Kawasan 
Pariw isata;

c. penyiapan b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan di B idang Pengem bangan U saha 
Pariw isata; d an

d. pe laksanaan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan  fungsinya.

Pasal 31

(1) B idang Pengem bangan D estinasi Pariw isata, terdiri a tas:
a. Seksi Pengem bangangan Daya Tarik W isata;
b. Seksi Pengem bangan K aw asan Pariw isata; dan
c. Seksi Pengem bangan U saha  Pariw isata.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m asing-m asing  
dipim pin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan 
bertanggung  jaw ab  kepada  Kepala B idang Pengem bangan D estinasi 
Pariw isata.

Pasal 32

(1) Seksi Pengem bangangan Daya Tarik W isata, sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 
b ah an  p e ru m u san  kebijakan , k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan Daya Tarik W isata.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di Bidang 
Pengem bangan Daya Tarik W isata;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang Pengem bangan 
Daya Tarik W isata;

c. m enyiapkan  b ah an  dan  m elakukan  pem binaan  pengem bangan  daya 
tarik  w isata;

d. m enyiapkan  b ah an  pengem bangan ten tan g  daya tarik  w isata, 
p en y u su n an  ren can a  pengem bangan daya ta rik  w isata;

e. m enyiapkan b a h an  d an  m elakukan  evaluasi d an  pelaporan  di Bidang 
Pengem bangan Daya Tarik W isata; dan

f. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 
dengan b idang tugasnya.

Pasal 33

(1) Seksi Pengem bangan K aw asan Pariw isata, sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 31 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  bahan  
p eru m u san  kebijakan , k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , evaluasi



dan pelaporan  di B idang Pengem bangan K aw asan Pariw isata.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di Ehdang 
Pengem bangan K aw asan Pariw isata;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang Pengem bangan 
K aw asan Pariw isata;

c. m enyiapkan  b ah an  dan  m elakukan  pem binaan  pengem bangan 
kaw asan  pariw isata;

d. m enyiapkan  b ah an  pengem bangan kaw asan  pariw isata;
e. m enyiapkan  b a h an  ta ta  kelola pengem bangan kaw asan  pariw isata;
f. m enyiapkan b ah an  d an  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan di Bidang 

Pengem bangan K aw asan Pariw isata; dan
g. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 

dengan b idang tugasnya.

Pasal 34

(1) Seksi Pengem bangan U saha  Pariw isata, sebagaim ana d im aksud  dalam
Pasal 31 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  bahan
p e ru m u san  kebijakan , k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , evaluasi
dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan U saha Pariw isata.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi:
a. m enyiapkan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di Ehdang 

Pengem bangan U saha  Pariw isata;
b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di b idang pengem bangan 

u sa h a  pariw isata
c. m enyiapkan b ah an , m elakukan  pem binaan  dan  m elaksanakan  

pengem bangan  u s a h a  pariw isata
d. m enyiapkan  b a h an  pengem bangan  u sa h a  pariw isata.
e. m enyiapkan b ah an  dan  m elakukan  evaluasi d an  pelaporan  di bidang 

pengem bangan  daya tarik  w isata; dan
f. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 

dengan  b idang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang P em asaran  Pariw isata 

Pasal 35

(1) B idang P em asaran  Pariw isata, m eru p ak an  u n s u r  pe lak san a  di Bidang 
Pem asaran  Pariw isata, be rada  di baw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada 
Kepala D inas.

(2) Bidang P em asaran  Pariw isata  dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

B idang P em asaran  Pariw isata  se b ag a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 35 ayat
(1) m em punya i tu g a s  m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  keb ijakan , 
koo rd inasi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , ev a lu asi d a n  p e la p o ran  di B idang 
Pengem bangan Pasar, S a ran a  P em asaran  dan  Promosi.



Pasal 37

Dalam  m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 36, Bidang
P em asaran  Pariw isata, m enyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di B idang Pengem bangan Pasar;

b. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di B idang S a ran a  Pem asaran ;

c. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan  di B idang Promosi; dan

d. pe laksanaan  tu g as  ked inasan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas d an  fungsinya.

Pasal 38

(1) B idang P em asaran  Pariw isata, terdiri a tas:
a. Seksi Pengem bangan Pasar;
b. Seksi S a ran a  Pem asaran ; dan
c. Seksi Promosi.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m asing-m asing  
dipim pin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan 
bertanggung jaw ab  kepada  Kepala Bidang P em asaran  Pariw isata.

Pasal 39

(1) Seksi Pengem bangan Pasar, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 38 ayat 
(1) h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b a h an  p e ru m u san  
kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , evaluasi dan 
pelaporan  di B idang Pengem bangan Pasar.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang 
Pengem bangan Pasar;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang Pengem bangan 
Pasar;

c. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  pem binaan  pengem bangan pasar;
d. m enyiapkan b ah an  dan  m enyusun  d a ta  base  karak teristik  pasar 

w isata;
e. m enyiapkan  b a h an  d an  m enyusun  strategi p em asa ran  pariw isata;
f. m enyiapkan b a h an  d an  m elakukan  survei dan  kajian  pariw isata;
g. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  analisis p a sa r dalam  dan  luar 

negeri;
h. m enyiapkan  b ah an  d an  m elakukan  pem etaan  dan  pengem bangan 

segm en pasar;
i. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan  di Bidang 

P em asaran  Pariw isata; dan
j. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 

dengan b idang tugasnya.

Pasal 40

(1) Seksi S aran a  P em asaran , sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 38 ayat (1) 
h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  perum usan



kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , evaluasi dan 
pelaporan  di B idang S a ran a  P em asaran .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang S arana  
Pem asaran ;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang S arana  
Pem asaran ;

c. m enyiapkan b ah an  d an  m elakukan  pem binaan  keg iatan  pem asaran  
sa ra n a  pariw isata;

d. m enyiapkan b ah an  penyediaan  dan  p en d is trib u sian  m edia inform asi 
pem asa ran  pariw isata;

e. m enyiapkan  b ah an  dan  m elakukan  penyelenggaraan  w idyaw isata 
pariw isata;

f. m enyiapkan  b a h a n  dan  m elakukan  branding  pariw isata;
g. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  evaluasi d an  pelaporan  di B idang 

S a ran a  P em asaran ; dan
h. m elakukan  tu g as  ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 

dengan b idang tugasnya.

Pasal 41

(1) Seksi Prom osi, sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 38 aya t (1) h u ru f  c 
m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan b ah an  p e ru m u san  kebijakan, 
k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan di 
B idang Prom osi.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi:
a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Promosi;
b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di b idang prom osi;
c. m enyiapkan b ah an  dan  m elakukan  pem binaan  prom osi di dalam  

m au p u n  lu a r negeri;
d. m enyiapkan  b a h a n  penyelenggaraan  d u k u n g an  dan  partis ipasi event 

pariw isata;
e. m enyiapkan  b a h a n  sosialisasi dan  m elakukan  penerapan  branding ;
f. m enyiapkan  b a h a n  tagline pariw isata;
g. m enyiapkan  b a h an  d an  m elaksanakan  roadshow  d estinasi pariw isata 

unggulan;
h. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  evaluasi d an  pelaporan  di B idang 

Promosi; dan
i. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 

dengan  b idang tugasnya.

Bagian Kedelapan
B idang Pengem bangan S um ber Daya M anusia 

Pariw isata  D an ekonom i Kreatif

Pasal 42

(1) B idang Pengem bangan Sum ber Daya M anusia  Pariw isata dan  ekonomi 
Kreatif, m eru p ak an  u n s u r  pe laksana  di b idang pengem bangan  sum ber 
daya m an u s ia  pariw isata  dan  ekonom i kreatif, b e rada  di baw ah dan 
bertanggung jaw ab  kepada  Kepala D inas.

(2) B idang Pengem bangan Sum ber Daya M anusia Pariw isata  dan  ekonomi 
Kreatif d ipim pin oleh Kepala Bidang.



Pasal 43

B idang Pengem bangan S um ber Daya M anusia Pariw isata  Dan ekonomi 
Kreatif se b a g a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 42 a y a t (1) m em p u n y a i tu g as  
m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  k eb ijak an , k o o rd in as i dan  
p e la k sa n a a n  k e b ija k an , ev a lu as i d a n  p e lap o ran  di B idang  Pengem bangan 
Sum ber Daya M anusia  Pariw isata, Pengem bangan S um ber Daya M anusia 
Ekonomi Kreatif dan  K em itraan Dan K elem bagaan Pariw isata.

Pasal 44

Dalam  m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 43, Bidang 
Pengem bangan Sum ber Daya M anusia Pariw isata d an  ekonom i Kreatif, 
m enyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan Sum ber Daya 
M anusia Pariw isata;

b. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan S um ber Daya 
M anusia Ekonom i Kreatif;

c. penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi dan  pelaporan  di B idang K em itraan D an Kelem bagaan 
Pariw isata; dan

d. p e lak san aan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas d an  fungsinya.

Pasal 45

(1) Bidang Pengem bangan S um ber Daya M anusia Pariw isata  dan  Ekonomi 
Kreatif, terdiri a tas:
a. Seksi Pengem bangan S um ber Daya M anusia Pariw isata;
b. Seksi Pengem bangan S um ber Daya M anusia Ekonom i Kreatif; dan
c. Seksi K em itraan d an  K elem bagaan Pariw isata.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m asing-m asing  
dipim pin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan 
bertanggung  jaw ab  kepada  Kepala B idang Pengem bangan S um ber Daya 
M anusia Pariw isata  d an  Ekonom i Kreatif.

Pasal 46

(1) Seksi Pengem bangan S um ber Daya M anusia  Pariw isata, sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 45 ayat (1) h u ru f  a m em punyai tugas, m elakukan  
penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , evaluasi d an  pelaporan  di Bidang Pengem bangan Sum ber 
Daya M anusia Pariw isata.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di Bidang 
Pengem bangan S um ber Daya M anusia Pariw isata;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang Pengem bangan 
S um ber Daya M anusia  Pariw isata;

c. m enyiapkan b a h an  pem binaan  dan  m elakukan  pengem bangan  s u m b e r  
daya m an u s ia  pariw isata  lin tas k a b u p a ten /k o ta ;

d. m enyiapkan b a h an  d an  m elakukan  fasilitasi sertifikasi kom petensi



sum ber daya m an u s ia  pariw isata;
e. m enyiapkan b ah an  dan  m elakukan  evaluasi d an  pelaporan  di Bidang 

Pengem bangan Sum ber Daya M anusia Pariw isata; dan
f. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 

dengan  b idang tugasnya.

Pasal 47

(1) Seksi Pengem bangan S um ber Daya M anusia Ekonom i Kreatif, 
sebagaim ana d im ak su d  dalam  Pasal 45 ayat (1) h u ru f  b m em punyai 
tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, koord inasi 
d an  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , evaluasi dan  pelaporan  di Bidang 
Pengem bangan S um ber Daya M anusia Ekonom i Kreatif.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang 
Pengem bangan Sum ber Daya M anusia Ekonom i Kreatif;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang Pengem bangan 
S um ber D aya M anusia  Ekonom i Kreatif;

c. m enyiapkan  b ah an  pem binaan  dan  m elakukan  pengem bangan sum ber 
daya m an u s ia  ekonom i k rea tif lin tas k a b u p a te n /k o ta ;

d. m enyiapkan b a h an  dan  m elakukan  fasilitasi sertifikasi kom petensi 
sum ber daya m an u sia  ekonom i kreatif;

e. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  fasilitasi dan  perlindungan  hak 
a ta s  kekayaan  in te lek tual ekonom i k rea tif skala  D aerah;

f. m enyiapkan  b a h an  d an  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan  di B idang 
Pengem bangan S um ber Daya M anusia Ekonom i Kreatif; dan

g. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan sesuai 
dengan b idang  tugasnya.

Pasal 48

(1) Seksi K em itraan D an K elem bagaan Pariw isata, sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 45 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 
b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
evaluasi d an  pelaporan  di B idang K em itraan Dan Kelem bagaan 
Pariw isata.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang K em itraan 
dan  K elem bagaan Pariw isata;

b. m engoord inasikan  p e lak san aan  kebijakan di B idang K em itraan dan 
K elem bagaan Pariw isata;

c. m enyiapkan b a h an  pem binaan  dan  m elakukan  kerjasam a dan 
h u b u n g an  a n ta r  lem baga;

d. m enyiapkan  b a h a n  dan  m elakukan  pengaw asan  kebijakan dan 
program  fasilitasi h ak  a ta s  kekayaan  in te lek tual b idang ekonomi 
kreatif;

e. m enyiapkan b a h an  dan  m elakukan  pem etaan  ko ta  k reatif skala 
D aerah;

f. m enyiapkan  b ah an  d an  m elakukan  fasilitasi sa ran a  p rasa ra n a  kota 
kreatif;

g. m enyiapkan b a h an  d an  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan  di Bidang 
K em itraan d an  K elem bagaan Pariw isata; dan

h. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan sesuai 
dengan b idang  tugasnya.



Bagian Kesembilan 
UPT

Pasal 49

(1) Tugas tekn is operasional d a n /a ta u  tugas tekn is p enun jang  te rten tu  di 
lingkungan D inas d ilak san ak an  oleh UPT Dinas.

(2) UPT D inas sebagaim ana  d im aksud  ayat (1), dipim pin oleh Kepala UPT 
D inas yang b e rad a  di baw ah dan  bertanggungjaw ab kepada  Kepala Dinas.

Pasal 50

Pem bentukan , T ugas d an  Fungsi, Je n is  dan  Klasifikasi se rta  T ata Kerja UPT 
D inas sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 49 ayat (1) d ia tu r  lebih lan ju t 
dengan P e ra tu ran  G ubenur.

Bagian Kesepuluh 
Kelompok Jab a tan  Fungsional

Pasal 51

Kelompok J a b a ta n  Fungsional pada  lingkungan D inas d ite tapkan  sesuai 
dengan k e b u tu h a n  d an  m em punyai tugas m elakukan  keg iatan  sesua i jab a tan  
fungsional m asing-m asing  sesua i dengan p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an .

Pasal 52

(1) Kelompok Ja b a ta n  Fungsional terdiri dari sejum lah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam  kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jum lah  Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan kebu tuhan  dan  beban kerja.

(3) Jen is dan jenjang Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
d iatur sesuai pera tu ran  perundang-undangan.

(4) Pem binaan terhadap Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud ayat (1), 
dilakukan sesuai dengan pera tu ran  perundang-undangan.

(5) U ntuk m em enuhi kebu tuhan  Jab a tan  Fungsional sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertam a, perpindahan 
jabatan , dan  penyesuaian sesuai dengan ketentuan  pera tu ran  perundang- 
undangan.

(6) Pelaksanaan tugas jaba tan  fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok 
jaba tan  fungsional sesuai dengan rum pun  jaba tan  masing-m asing.

(7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jaba tan  fungsional sesuai ketentuan 
peraturan  perundang-undangan.

(8) Pelaksanaan tugas jab a tan  fungsional dan pola hubungan  kerja jabatan  
fungsional sebagaim ana dim aksud ayat (1) d ia tu r lebih lanjut dengan 
Peraturan Kepala Dinas.



BAB IV 
TATA KERJA

Pasal 53

Kepala D inas m enyam paikan  laporan  kepada  G u b ern u r m engenai hasil 
p e laksanaan  u ru s a n  pem erin tahan  di Bidang Kepem udaan, Olah Raga dan 
Bidang Pariwisata secara  berkala  a ta u  sew aktu -w ak tu  sesua i k eb u tu h an .

Pasal 54

D inas m enyusun  an a lis is  ja b a ta n , pe ta  ja b a ta n , analisis  beban  kerja, dan 
u ra ian  tugas te rh ad ap  se lu ru h  ja b a ta n  di lingkungan D inas.

Pasal 55

Setiap u n s u r  di lingkungan  D inas dalam  m elak san ak an  tugasnya 
m enerapkan  p rin sip  koordinasi, in tegrasi, dan  sink ron isasi baik dalam  
lingkungan D inas m au p u n  dalam  h u b u n g an  a n ta r  in s tan s i pem erin tah  baik 
daerah  m au p u n  p u sa t.

Pasal 56

Setiap p im pinan  u n it  o rgan isasi di lingkungan  D inas h a ru s  m enerapkan  
sistem  pengendalian  in te rn  pem erin tah  di lingkungan  m asing-m asing  u n tu k  
m ew ujudkan te rlak san an y a  m ekanism e ak u n tab ilita s  publik  m elalui 
pen y u su n an  p e ren can aan , p e laksanaan , dan  pelaporan  k inerja  yang 
terintegrasi.

Pasal 57

Setiap p im pinan  u n it o rgan isasi di lingkungan D inas bertanggung  jaw ab 
m em im pin d an  m engkoord inasikan  baw ahan  m asing-m asing  dan 
m em berikan p en g arah an  se rta  p e tu n ju k  bagi p e lak san aan  tu g as baw ahan.

Pasal 58

Setiap p im pinan u n it o rgan isasi di lingkungan  D inas m engaw asi pe laksanaan  
tugas baw ahannya  m asing-m asing  dan  apab ila  terjad i penyim pangan wajib 
m engam bil langkah-langkah  yang d iperlukan  sesu a i dengan  ke ten tu an  
p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an .

Pasal 59

Setiap p im pinan  u n it  organ isasi di lingkungan D inas h a ru s  m engikuti dan 
m em atuhi p e tu n ju k  se rta  bertanggung  jaw ab  pada  a ta sa n  m asing-m asing  dan 
m enyam paikan lapo ran  sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang- 
undangan .

BAB V
KEPEGAWAIAN 

Pasal 60

(1) J a b a ta n  Kepala D inas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala S ubbagian  dan 
Kepala Seksi, se rta  K etua Kelompok J a b a ta n  Fungsional di lingkungan



D inas d iangkat d an  d iberhen tikan  oleh Pejabat yang berw enang sesuai 
dengan p e ra tu ra n  p e ru n d ang -undangan .

(2) Selain J a b a ta n  Kepala D inas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian  d an  Kepala Seksi, se rta  J a b a ta n  Fungsional pada  Dinas 
te rd ap a t ja b a ta n  pe laksana.

(3) Ju m lah  dan  jen is  ja b a ta n  p e laksana  dan  ja b a ta n  fungsional sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (2) d iten tu k an  b e rd asa rk an  analisis  ja b a ta n  dan 
analisis beban  kerja  dari setiap  fungsi penyelenggaraan  u ru sa n  
pem erin tahan  B idang K epem udaan O lah Raga d an  B idang Pariw isata 
yang m enjadi kew enangan  D aerah.

(4) P e laksanaan  analisis  ja b a ta n  d an  analisis beban  kerja sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (3) d ilakukan  secara  bertahap .

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 61

(1) Dalam  m elak san ak an  U rusan  P em erin tahan  d an  tugas p em b an tu an  di 
bidang kepem udaan olah raga dan  bidang pariwisata, h u b u n g an  Perangkat 
D aerah provinsi d an  Perangkat D aerah k a b u p a te n /k o ta  bersifat 
koordinatif d an  fungsional u n tu k  sinkron isasi p e lak san aan  tugas dan 
fungsi m asing-m asing .

(2) S inkronisasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi :
a. sink ron isasi da ta ;
b. sinkron isasi sa sa ra n  d an  program ; dan
c. sink ron isasi w ak tu  d an  tem pat kegiatan.

(3) S tru k tu r O rganisasi D inas K epem udaan, O lahraga d an  Pariw isata 
sebagaim ana te rcan tu m  dalam  L am piran m eru p ak an  bagian  yang tidak 
te rp isah k an  dari P e ra tu ran  G ub ern u r ini.

Pasal 62

Dalam  hal perangkat g u b e rn u r se laku  wakil Pem erin tah  P u sa t belum  
terben tuk , pem binaan  d an  pengaw asan  p e lak san aan  u ru s a n  pem erin tahan  
bidang kepem udaan dan  olah raga dan bidang pariw isata yang m enjadi 
kew enangan pem erin tah  k a b u p a te n /k o ta  d ilakukan  oleh G u b ern u r sebagai 
wakil Pem erin tah  P u sa t d ib an tu  oleh Perangkat D aerah  yang m elaksanakan  
u ru sa n  pem erin tah an  di bidang kepem udaan, olah raga, dan  bidang pariwisata.

Pasal 63

Dinas disam ping m elaksanakan u ru san  pem erintahan desentralisasi dan tugas 
pem bantuan, dapat m elaksanakan u ru san  pem erintahan dekonsentrasi sesuai 
dengan ketentuan  pera tu ran  perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64

Pada sa a t P e ra tu ran  G u b en u r ini m ulai berlaku , pe jabat yang  m em angku



ja b a ta n  lingkup D inas Pem uda D an O lah Raga se rta  D inas K ebudayaan dan 
Pariw isata b e rd asa rk an  P e ra tu ran  G ubenur Nomor 68 T ahun  2008 ten tang  
Penjabaran  T ugas Pokok, Fungsi dan  T ata Kerja D inas Pem uda Dan Olah 
Raga Provinsi Ja w a  Tengah dan  P e ra tu ran  G ubenu r Nomor 66 T ahun  2008 
ten tang  P en jabaran  Tugas Pokok, Fungsi dan  T ata Kerja D inas K ebudayaan 
dan  Pariw isata Provinsi Ja w a  Tengah, te tap  m elak san ak an  tugas dan 
fungsinya sam pai dengan  d iangkat pe jabat b a ru  b e rd a sa rk an  P eratu ran  
G ubenur ini.

Pasal 65

P elaksanaan  tu g as d an  fungsi perangkat daerah , sebagaim ana  d ia tu r dalam  
P era tu ran  G u b ern u r ini d ilak san ak an  m ulai tanggal 1 J a n u a r i  2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66

(1) Pada saa t Peraturan  G ubernur ini m ulai berlaku, m aka P e ra tu ran  G ubenur 
Nomor 68 T ahun  2008  ten tan g  Pen jabaran  Tugas Pokok, Fungsi dan  Tata 
Kerja D inas Pem uda D an Olah Raga Provinsi Jaw a  Tengah dan  P era tu ran  
G ubenur Nomor 66 T ahun  2008 ten tan g  P en jabaran  Tugas Pokok, Fungsi 
dan  T ata  Kerja D inas K ebudayaan dan  Pariw isata  Provinsi Ja w a  Tengah 
d icabu t dan  d in y a tak an  tidak  berlaku.

(2) Sem ua k e te n tu an  yang m enga tu r m engenai k ed u d u k an , su su n an  
organisasi, p e lak san aan  tugas d an  fungsi se rta  ta ta  kerja  D inas wajib 
m en d asa rk an  dan  m enyesuaikan  p en g a tu ran n y a  dengan  P era tu ran  
G ubenur ini.

Pasal 67

Peraturan G ubernur ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sem ua orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan 
G ubernur ini dalam  Berita D aerah Provinsi Jaw a Tengah.
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